
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

a) Majelis hakim dalam pertimbanganya tidak menerapkan peraturan hukum 

sebagaimana mestinya, dan kurang cermat dalam menafsirkan unsur-unsur 

delik yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut 

Umum ,tidak mempertimbangkan dengan jelas fakta dan keadaan beserta 

alat bukti yang terungkap dipersidangan, serta tidak menggali lebih 

mendalam unsur-unsur kesalahan dalam diri terdakwa dengan tidak 

memperhatikan adanya petunjuk tentang adanya hubungan antara kerugian 

negara dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan terkesan 

hanya memperhatikan keterangan terdakwa serta keterangan saksi yang 

meringankan, tanpa memperhatikan alat bukti sah lainnya. 

b) Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan bebas 

No.19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, jika diajukan Kasasi oleh Jaksa/Penuntut 

Umum, maka: 

1) Putusan peradilan tingkat terakhir menjadi status quo, Berarti putusan 

peradilan tingkat terakhir menjadi berubah seperti keadaan semula, 

2) Tanggung Jawab perkara dan segala sesuatunya beralih menjadi   

tanggung jawab peradilan tingkat kasasi. 

3) Putusan Peradilan Tingkat pertama tidak dapat dilaksanakan. 

Dengan demikian Putusan Bebas H.Irianto MS Syafiudin bukan merupakan 

Putusan Bebas Murni. 
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5.2. Saran 

Dalam ajaran hukum, tujuan hukum yang berkembang adalah semata-mata 

untuk tercapainya keadilan, menciptakan kebahagiaan atau kemanfaatan kepada 

masyarakat dan menciptakan kepastian hukum. Untuk mencapai hal itu dalam 

putusan pengadilan, hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara 

hendaknya menerapkan asas dari tujuan hukum tersebut secara berimbang, 

Sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti H.Irianto MS Syafiudin yang putusannya 

tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, atau paling tidak mengurangi 

kekeliruan/kesalahan hakim dalam melakukan pertimbangan hukumnya di masa 

yang akan datang , seyogyanya harus peka terhadap nasib bangsa dan negara, 

yang bertujuan memakmurkan bangsa dan negara.dengan mengambil pelajaran 

yang terjadi dalam kasus tersebut. 
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